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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah Mahkluk sosial (zoon Politicon), memerlukan hidup bersama
dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang lama, dan secara sadar membentuk
kesatuan hidup untuk berbudaya baik di lingkungan yang terbatas atau antar individu
maupun di lingkungan yang lebih luas atau antar golongan ( kelompok ).

Hubungan hidup bersama antar manusia untuk menyelenggarakan
kepentingan terus terjadi dan merupakan hubungan timbal balik dengan membentuk
pola hidup bermasyarakat. Pola bermasyarakat yang demikian itu terus berkembang
secara sistematis bagi kehidupan manusia, mulai dari antar pribadi sampai pada
kelompok serta dengan lingkungannya dalam masyarakat (social system) untuk
mencapai cita cita masyarakat yang bersangkutan

Korupsi sudah begitu lama tertanam dalam budaya Indonesia. Upeti misalnya
menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti uang (mata uang emas atau mata
uang lainya ) yang wajib di bayarkan (dipersembahkan) kepada raja atau Negara yang
berkuasa menaklukannya'. Oleh sebab itu tidak aneh lagi jika korupsi di Indonesia

telah menyerang sampai kepada pemerintahan — pemerintahan daerah. Tiap provinsi

! Poerwadarminta, H.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta :PN Balai ustaka




di Indonesia boleh dikatakan tidak lepas dari berita-berita sehubungan daengan kasus
Korupsi yang di jalankan oleh aparat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kenyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, bahkan
meminjam istilah yang di gunakan oleh Jhon S.T. Quah, korupsi sudah menjadi ‘a
way of life 2 QOleh karena itu pandangan pesimistis akan menyatakan hampir tidak
mungkin untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Selain iu masalah
penyebab korupsi terjadi dan pemberantasan korupsi ternyata tidak pernah sejalan.
Pemberantasan korupsi di Indonesia selalu terkait dengan politik, di katakan terkait
dengan politik karena pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali tidak berjalan
sebagaimana mestinya apabila di hadapkan dengan orang orang yang memiliki posisi
atau jabatan yang tinggi, maka dari itu A.M. Asrun dalam tulisannya yang berjudul
vonis bebas akbar tanjung mengatakan bahwa dalam kasus dugaan korupsi yang
dilakukan oleh Akbar Tanjung semasa beliau masih manjabat sebagai Menteri
Sekretaris Negara sebagai contoh, dalam kasus ini tidak dapat di lihat dari sudut
hukum semata. Dikarenakan kasus ini sarat muatan politis sebagai konsekuensi logis
posisi Akbar Tajung sebagai ketua DPR dan Ketua umum Partai Golkar Sehingga
terlepas dari kebenaran materi perkaranya, kasus ini terlanjur bernuansa politik.

Di Masa reformasi ini kita justru dikejutkan dengan pemberitaan tentang
korupsi yang terjadi di kalangan legislative, suatu hal yang tidak pernah terungkap di

masa orde baru. Bahkan lebih berani lagi, beberapa lembaga swadaya masyarakat

2y
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menilai parlemen Indonesia dan korupsi merupakan dua ‘mahkluk’ yang sulit di
pisahkan3. Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘membersihkan’  korupsi dengan
menggunakan ‘sapu yang bersih’. Pemberantasan korupsi seharusnya di mulai dengan
membersihkan orang-orang yang mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana
korupsi.

Korupsi ada jika secara tidak sah seseorang meletakkan kepentingan
pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan
dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan
instrumen — insrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakaan
hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal hal
lain atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang terjadi atau
meluas malah dapat meluas kesegala aspek, bahkan saat ini korupsi hidup dan
tumbuh di Negara Negara yang sedang berkembang dan meresap kedalam sistem
ketatanegaraan.

Menyadari betapa besar dan luasnya dampak negatit’ dari praktek tindak
pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi komitmen
nasional sebagaimana di tuangkan dalam ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998
tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, yang mengamanatkan antara para penyelenggara Negara dalam

3 Hz_lr_im”A__n_n_!-ie-zol_\s- -43_‘./_1!:'3!'3 !-_l!_:k:_:m 2002’_751"_!{;5_-3 T:_:.r:g‘r,lw I onoit Rountah Hlm Q1 Tolarta:DT Tactila
Sl gee snRin, sAm Yl artall, Juetika
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menjalankan fungsi dan tugasnya harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya sehingga
terhindar dari  berbagai kebijakan dan langkah yang tidak terpuji. Upaya
pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan terlepas dari pertimbangan
politik atau kekuasaan terhadap siapapun juga, baik pejabat Negara, mantan pejabat
Negara, dan sebagai upaya penegakan hukum, pemberantasan Korupsi tetap berada
dalam koridor Hukum dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (
presumptions of innocent) agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak hak asasi
mapusia".

Keprihatinan Negara — Negara dunia terhadap korupsi menjadikan korupsi
sebagai suatu kejahatan yang tiak lagi merupakan kejahatan domestik. Kejahatan
korupsi dimasukkan kedalam golongan White Collar Crime dan kemudian meningkat
menjadi transnational crime sebagaimana telah di sepakati di Palermo, Italia, ketika di
sepakati Convention of Transnational Organized Crime’,di karenakan kejahatan
korupsi dapat mempengaruhi pembangunan kerjasama internasional, kestabilan
politik Negara, dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Dan kini dengan di akuinya
United Nation Convention Against Corrruption (2003) kejahatan korupsi sudah
memasuki golongan International Crime®.

Pengertian Organized menunjuk kepada sebuah pengertian bawa tindak

pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak pernah berdiri sendiri, artinya

* Edwin Situmorang, implementasi peneegakan hukum dalam rangka penegakan tindak pidana korupsi
di sumatera selatan, makalah tanpa tanggal.

* convention of transnational orgamized crrmeatau di sebut juga konvens! Palermo,di tanda tangani
Eada tanggal 17 Desember 1999

O.C Kaligis, the birth of convention ( convention against corruption ),Jakarta: Yasrif Watampone,

2002 him 162 — 165 K anvenci tercehut di tanda tangani di maelecila 11 Decambhar 2002




selalu ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam perbuatan pidana itu, penulis
mengabil contoh suap, dalam suap pasti ada yang memberi suap dan yang menerima
suap, oleh karena itu pelaku dan penerima suap dapat di tuntut melakukan tindak
pidana korupsi.

Dalam upaya pembertanasan Tindak Pidana Korupsi, MPR, DPR, dan
Pemeritah bersama sama telah mengeluarkan berbagai macam produk hukum untuk
memayungi segala bentuk kagiatan yang berhubungan dengan pencegahan tindak
pidana korupsi yang antara lain TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kousi dan nepotisme,
Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas korupsi, kousi dan nepotisme, Undang undang Nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana telah di revisi menjadi
Undang undang Nomor 20 tahun 2001, serta peraturan pemerintah Nomor 68 tahun
1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelanggara
Negara, dan di tahun 2002 keluar Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi .

Dari sekian banyak upaya upaya penanggulangan tindak pidana koruspi yang
di lakukan pemerintah, permasalahan tindak pidana korupsi tetap tidak terhapus.
Tindak pidana Korupsi tetap merajalela di dalam pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Upaya yang cukup baik di lakukan pemerintah Indonesia tidak akan

berjalan dengan baik tanpa adanya unsur Masyarakat . Keterlibatan masyarakat




sangat di butuhkan Karena masyarakat yang menilai sendiri jalannya pemerintahan
tersebut.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa kiranya sangat penting umtuk
membahas apa fungsi dari masyarakat dalam tindak pidana korupsi. Melalui skripsi
dengan judul :

“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI”

Penulis berharap apa yang ada di dalam penulisan skripsi ini dapat memberi

sumbangsih pemikiran dalam permasalahan korupsi yang terjadi di Negara kita

Republik Indonesia.

B. Permasalahan
Dari uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang dihadapi
berkaitan dengan peran masyarakat tersebut. Dengan adanya peran serta masyarakat,
maka timbulah permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak
pidana korupsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari pada peran masyarakat dalam menanggulangi

tindak pidana korupsi?

Persoalan diatas perlu untuk di bahas dalam penulisan skripsi ini agar Kkia

dapat mengetahui apa dampak korupsi bagi masyarakat Indonesia serta apa yang




dapat di lakukan oleh masyarakat indonesia untuk menanggulangi terjadinya tindak

pidana korupsi.

C. Maksud dan Tujuan.
Maksud dan Tujuan penulis untuk mambahas peran serta masyarakat dalam
lpenanggulangan tindak pidana korupsi tidak lain adalah
1. Mengetahui bentuk dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan
tindak pidana koﬁpsi.
2. Mengajak masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan
dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
Dengan demikian penulis berharap tindak pidana korupsi dapat perlahan lahan

hilang dari negara Indonesia dan pada akhirmya negara Indonesia dapat menjadi

negara yang sehat, makmur dan bebas dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian.

Secara langsung maupun tidak langsung, penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi
terjadinya tindak pidana korupsi.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademis

dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya guna menambah

pengetahuan dan cakrawala dalam berpikir di bidang ini.




2. secara praktis dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum
dan dapat memberikan wawasan yang lebih kepada pembaca maupun
penulis tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak

pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup.

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan topik yang
akan di bahas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup hanya di
sekitar permasalahan saja, yaitu mengenai pefan serta masyarakat dalam
membertantas tindak pidana korupsi ,dan menginat lausnya arti kata dalam
masyarakat, penulis juga merasa perlu membatasi bahwa masyarakat yang
dilibatkan hanya sebatas wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang
saja. Hal ini dihmapkgn agar pada saat pembahasan masalah, tidak terjadi
kesalahan dalam penelitian dan penganalisaan, sehingga hasil dari
penelitian sesuai dengan apa yang di harapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penulisan
1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana

pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat




sebagaimana di atur dalam undang undang No. 31 tentang Pemberantasan tindak

pidana korupsi.

2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang

bersumbar pada data primer dan data sekunder.
b. Sumber Data
- Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui
wawancara langsung dengan narasumber atau responden yang dianggap
mengetahui dan paham mengenai tindak pidana korupsi, maka akan di peroleh
data yang jelas
- Data Sekunder

Data sekunder didapat melelui penelitian kepustakaan dan
studi dokumen, yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan
bahan dari literature — literature, laporan, peraturan perundangan dan publikasi

lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
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3. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Data Primer

Data yang di peroleh melalui penelitian lapangan dengan cara

interview yang berarti terjun langsung kelapangan dengan mengadakan

wawancara dan tanya jawab kepada responden penelitian,wawancara

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan akan di kembangkan

dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas.

b. Data Sekunder

data yang di peroleh dari bahan bahan hukum yang terdiri dari

Bahan Hukum Primer

Ketentuan hukum yang berlaku berupa undang undang, peraturan
perundangan, Tap MPR yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang di bahas dalam penelitian ini,seperti Tap MPR No XI/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, Nepotisme, Undang undang No. 30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada
Undang undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang undang No. 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999
tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Negara dan Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang tata
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cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian
penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil dari
seminar seminar, lokakarya, cyber-media ( internet ) dan tulisan
tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang
di angkat didalam penelitian ini.
- Bahan Hukum tertier
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi penjelasan atau
keterangan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang
biasanya berupa keterangan. Bahan hukum primer terdiri dari
Kamus kamus, bibliograti, majalah majalah dan sebagainya yang
sesuai dengan topik yang sedang di bahas.
4. Metode Penentuan informan
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample penelitian ini
adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu mereka
yang representative atau yang mewakili, dimana dalam hal ini penentuan
sample didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan dari informan atau

responden mengetahui, memahami serta menguasai permasalahan yang
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akan di bahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab
permasalahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tempat
tempat yang akan di tuju untuk memperoleh informasi yang akurat,
penulis memilih organisasi organisasi masyarakat yang bersifat NGO (
non governmental organization ) seperti Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) yang mana penulis berhubungan langsung dengan ketua
KNPI tersebut , Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi ( GNPK ) penulis juga akan berhubungan
langsung dengan ketua GNPK, bagian invertigasi LSM GNPK yang
totalnya berjumlah 4 orang , organisasi mahasiswa Asian Law Students'
association (ALSA) disini penulis akan langsung berhubungan dengan
ketua organisasi tersebut dan bidang kajian hukum yang berjumlah 5
orang, dan media cetak yang mana penulis akan berhubungan langsung
dengan seorang sekretaris, seorang pimpinan redaksi, 3 orang redaktur dan
4 orang wartawan, media massa yang di gunakan ialah Sriwijaya post dan
Sumatera Expres, orang yang benar benar kompeten di bidang hukum
yang mana tergabung kedalam Lembaga Bantuan Hukum ( LBH )
Indonesia yang berjumlah 3 orang serta tokoh tokoh masyarakat.
5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah di olah pada

penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis

data yang berupa keterangan keterangan dan bahamn bahan tertulis. Data
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yang di analisa berupa data primer yaitu data yang diperleh langsung dari
hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan interview langsung
dengan responden yang mana dalam hal ini adalah masyarakat, baik
masyarakat secara individu maupun yang tergabung dalam organisasi
masyarakat. Penguraiain data dan informasi yang berhubungan di lakukan
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang

mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan.
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